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BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 

 

NOMOR  309 TAHUN 2022 

 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG 

BESARAN KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT 

KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD  

KABUPATEN BANDUNG 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI BANDUNG, 

 

 

Menimbang 

 

: a. bahwa pengaturan besaran kompensasi bagi kelompok 

pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga 

ahli fraksi DPRD Kabupaten Bandung telah ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 

2019 tentang Besaran Kompenasasi Bagi Kelompok 

Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan 

Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Bandung; 

  b. bahwa sesuai dengan perkembangan pembangunan di 

Kabupaten Bandung dan hasil kajian besaran 

kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat 

kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD 

dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip 

efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan 

Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a perlu diubah dan disesuaikan;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2019 tentang 

Besaran Kompenasasi Bagi Kelompok Pakar atau Tim 

Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi 

DPRD Kabupaten Bandung; 

 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

  5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 6057); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

  8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 
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  9.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2017 Nomor 8); 

  10.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2019 

Tentang Besaran Kompensasi Bagi Kelompok Pakar 

atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli 

Fraksi DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 23). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019  

TENTANG BESARAN KOMPENSASI BAGI KELOMPOK 

PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD 

DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KABUPATEN 

BANDUNG 

 

  Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Besaran 

Kompensasi Bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat 

Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD 

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2019 Nomor 23) diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

  

   

  Pasal 5 

(1) Besaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi 

sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah sebagai 

berikut: 

a. Tenaga Ahli Fraksi Pendidikan S1: Rp. 

5.800.000,00/bulan 

b. Tenaga Ahli Fraksi Pendidikan S2: Rp. 

6.800.000,00/bulan 

c. Tenaga Ahli Fraksi Pendidikan S3: Rp. 

8.000.000,00/bulan 
 

   

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 

2023 . 
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  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bandung. 

 

  

 Ditetapkan di Soreang  

pada tanggal  18 Oktober 2022                     

  

 BUPATI BANDUNG, 

  

 ttd 

 

  

 M. DADANG SUPRIATNA 

  

 

Diundangkan di Soreang 

 

pada tanggal  18 Oktober 2022       
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

ttd  

  

CAKRA AMIYANA  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR  309 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 

 
 

 
YANA ROSMIANA, S.H.M.H 

Pembina Tk.I 
NIP. 196901011999012001 
 


